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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   229   TAHUN 2018 

TENTANG  

MORATORIUM PEMBERIAN IZIN BARU  

PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan 

minimal dan penataan Penyelenggara Perjalanan Ibadah 

Umrah, perlu dilakukan pengendalian; 

  b. bahwa pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dilakukan dalam bentuk penghentian 

sementara pemberian izin baru sebagai Penyelenggara 

Perjalanan Ibadah Umrah;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang 

Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara 

Perjalanan Ibadah Umrah;  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5061); 

 



- 2 - 
 

  

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1495); 

  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN  MENTERI AGAMA TENTANG MORATORIUM 

PEMBERIAN IZIN BARU PENYELENGGARA PERJALANAN 

IBADAH UMRAH. 

 
KESATU : Menetapkan Moratorium Pemberian Izin Baru 

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berlaku 

sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

 

KEDUA :  Moratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU tidak berlaku bagi: 

a. Biro Perjalanan Wisata yang telah mengajukan izin 

sebagai PPIU sebelum keputusan ini ditetapkan. 

b. PPIU yang sudah habis izin operasionalnya dan telah 

mengajukan permohonan izin sebagai PPIU sebelum 

keputusan ini ditetapkan. 
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KETIGA :  PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat 

diberikan izin operasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 April 2018        

a.n.  MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL 
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, 

 
 
   ttd. 

 
NIZAR  

 

 


